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WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 602 Peraturan Walikota
Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas (Berita Daerah Kota Armbon Tahun 2016 Nomor
38), perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang
Uraian Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

1.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1645);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasicnal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor

30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 809);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kepala Badan
Kepegawaiar: Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon
Nomor 321);

Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita
Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG URAIAN TUGAS

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

Kota adalah Kota Ambon.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon.

Walikota adalah Walikota Ambon.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penddikan Kota Ambon.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
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7. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan pelaksanaan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan.

8. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan.

9. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah, Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah
Tsanawiah, atau bentuk lain yang sederajat.

10. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun
program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil
pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan
profesional Guru.

11. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk
peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu
yang bermanfaat bagi pendidikan sekolah.

BAB II
URAIAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 2

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah inelaksanakan tugas pengawasan akademik
dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program
pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional

Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas
kepengawasan di daerah khusus.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengawas
Sekolah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Uraian tugas Pengawas Sekolah Muda sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai
berikut :
1. Menyusun program pengawasan;
2. Melaksanakan pembinaan Guru;
3. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar penilaian;
4. Melaksanakan penilaian kinerja Guru;
S. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada
sekolah binaan;
6. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di
KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
7. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
8. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

b. Uraian tugas Pengawas Sekolah Madya sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai
berikut :
1. Menyusun program pengawasan;
2. Melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;



9.

Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar
penilaian pendidikan;

Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada
sekolah binaan;

Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru
dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan
sejenisnya;

Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau
kepala sekolah;

Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam
menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi,
kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru
dan/atau kepala sekolah; dan

10. Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

Uraian tugas Pengawas Sekolah Utama sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai

berikut : '

1.
2.
3.
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10.

11

12.

Menyusun program pengawasan;

Melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;

Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar
penilaian pendidikan;

Melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;

Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada
sekolah binaan;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kota;
Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan
kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan
sejenisnya;

Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala
sekolah;

Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam
menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi,
kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;

Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan
kepala sekolah;

. Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam

melaksanakan tugas pokok; dan

Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala
sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Ambon, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturdan Walikota ini.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon / ~
pada tanggal 2o Soplemoe’ 261 L
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 32 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017

TENTANG : URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
KEPALA DINAS
\[/ SEKRETARIAT
|
KELOMPOK JABATAN 'y ¥
FUNGSIONAL SUB BAGIAN PERENCANAAN, SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM DAN ASET
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN
DASAR PENDIDIKAN NON FORMAL TENAGA KEPENDIDIKAN
J | ]
SEKSI KURIKULUM PENDIDIKAN SEKSI KURIKULUM PAUD DAN SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
DASAR PENDIDIKAN NON FORMAL > KEPENDIDIKAN SD
SEKSI PENGENDALIAN MUTU SEKSI PENGENDALIAN MUTU PAUD SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPENDIDIKAN SMP
SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA
PENDIDIKAN DASAR PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL "> KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN
NON FORMAL
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